
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentan~
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupate
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupate
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambaham
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)\,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanf
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Ata~
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

BUPATI TEBO,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeL
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata c~
Pereneanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalua i
Rancangan Peraturan Daerah tentang Renean
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Renean
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tat
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangk
Panjang Daerah, Reneana Pembangunan Jangk
Menengah Daerah, dan Reneana Kerja Pemerint
Daerah, bahwa pada Pasal 126 sid Pasal 142
Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja
yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peratur~
Kepala DaerahfPeraturan Bupati paling lambat ~
(satu) bulan setelah Peraturan Kepal
Daerab /Peraturan Bupati tentang Reneana Kerj
Pemerintah Daerah (RKPD)ditetapkan; I

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Teb?
Nomor 22 Tahun 2024 tentang Reneana Kerj~
Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten Tebo TahU!
2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman
dimaksud dalam. huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
KecamatanTeboIlir Kabupaten TebaTahun 2025.

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR~:!>TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN TEBO ILIR

KABUPATEN TEBO TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESA,

BUPATITEBO

PROVINSI JAMBI

Mengingat

Menimbang



Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentanz Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia' Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4837), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyu sunan , Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817); I

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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1. Keputusan MenteriDalam NegeriNomor900.1.15.5-
13~7 :ahun 202~ tentang. Ha~il Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
KeuanganDaerah;

Memperhatikan

24.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran
Daerah KabupatenTeboTahun 2023 Nomor1);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun
2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah
KabupatenTeboTahun 2023 Nomor5);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
KabupatenTebaTahun 2006-2026;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor1419);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahdn
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (BeritaNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2019 Nomor1447);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem InformasiPemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor1114);

18..Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Pencana Pembangunan .Iangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
.Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2017 Nomor1312);
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Pasall
DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah KabupatenTebo. I

2. Pemer~tahan Daerah adal~ B~pati sebagai unsur penyelenggarr
Pemenntah Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahi
yangmenjadiwewenangdaerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tebo. I

4. Wakil Bupati adalah WakilBupati Tebo.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati KabupatenTebo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tebo sebagai
unsur penyelenggaraPemerintahDaerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam
penye1enggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik daft
daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yangmenjadi
kewenangannya.

9. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya
disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaah
pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi
pemerintah daerah dalam melaksanakan psmbnngunon, terhitung

BABI
KETENTUAN UMUM

:PERATURANBUPATI TENTANG RENCANAKERJA
KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

5. Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPQ)
Kabupaten Tebo Tahun 2025 (Berita Daerah
KabupatenTeboTahun 2025 Nomor22).

4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah KabupatenTeboTahun 2023 Nomor73);

3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2022
tentang Rencana Strategis Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daeralh
KabupatenTeboTahun 2022 Nomor14); -r

2. Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 12 TahJn
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPI?)
Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
KabupatenTeboTahun 2022 Nomor12);
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Pasa12
Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2025 merupak
dokumen perencanaan Kecamatan Tebo Ilir Kabupate:r: Tebo untuk peno~
1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januan 2025 dan berakh
pada tangga131 Desember 2025.

BABII
RENJA KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO

sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksana
lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RK
adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1
(satu) tahun.

11. Kecamatan Tebo Ilir adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo y
bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatk
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik d n
pemberdayaan masyarakat dengan tugas sebagai koordinat r
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdaya
masyarakat di wilayah Kecamatan.

12. Rencana Kerja Kecarnatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang selanjutn a
disingkat Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo adalah dokume
perencanaan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo untuk periode 1
(satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingk t
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapk
dengan Peraturan Daerah.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tebo Ilir yang selanjutn
disingkat RKA KecamatanTebo Ilir adalah dokumen perencanaan d
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanj
program, kegiatan dan subkegiatan Bappeda dan Litbang Kabupate
Tebo serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adal
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, d
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (sa
tahun.

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingk
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggar
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebag .
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerj
Perangkat Daerah.

17. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah ada!
dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperluk
untuk mencapai sasaran pembangunan.
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Pasal5

Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo digunakan sebagai bahah
pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD dan bahan dalam pembahas
RKA Kecamatan Tebo Hir Kabupaten Tebo dalam rangka penyusun
Rancangan APBDKabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

(3)

(2)

(1)

(2) Penjabaran Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 20~5
tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tebo llir
Kabupaten Tebo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dati
Peraturan Bupati ini. I

Pasal4

Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada penjabaran RPD Kabupateb
Teba 2023-2026 dan merupakan penjabaran dari RKPD Kabupa3!el

Tebo Tahun 2025 yang berisi program-program prioritas y g
dilaksanakan lang sung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maup
dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakatt
Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanap
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, rencana kerja dan
pendanaannya; I
Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaimanr
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud:
a. sebagai pedoman bagi Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dalam

merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dah
pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikJt
serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dah
sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahl
Tahun 2025;

b. sebagai pedoman bagi Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dal
penyusunanRKA; dan I

c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam
menyusun Rancangan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggarah
2025.

BABV

BABIV

BABIII

PENDAHULUAN
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEBO ILIR
KABUPATENTEBO TAHUNLALU
TUJUANDANSASARANKECAMATANTEBO ILIR
KABUPATEN TEBO
RENCANAKERJA DANPENDANAANKECAMATANTEBO
ILIRKABUPATENTEBO
PENUTUP

BABI
BABII

Pasal3 J
Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaim a
dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

(1)
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1~NOMOR ....••••.•
dUlllnll',

RAH KABUPATENTEBO TAHUN 2024

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 9'" C} - 2024 I

PjoBUPAET'
VARIAL ~ PUTRA

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasa18
Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tebo.

BABIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal7
(1) Perubahan Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dapat dilalrukan

apabila:
a. terjadi perubahan RKPD;
b_ hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian

dengan Peraturan Perundang-undang; dan
c. terjadi perubahan organisasi.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BABm
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal6
(1) Camat Tebo llir Kabupaten Tebo melaksanakan pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten
Tebo.

(2) Ketent':lan me~genai tata cara pengen~alian dan evalua.si Ren~a
sebagaimana drmaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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